
 

 
 

ABSTRAK 

 

Muh. Kolip, NPM 191911403161121, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas Polisi 

Republik Indonesia Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Dan Intoleransi Demi 

Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri,  Dibimbing oleh Albert Morangki dan 

Muh. Irfan Latowale. 

Kata Kunci    : Tugas Polri, Radikalisme dan Intoleransi 

         Maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat 

mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. 

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen, tersimpan di 

dalam dirinya berbagai perbedaan yang secara laten menjadi potensi perpecahan 

apabila tidak dikelola secara baik dan benar. Dalam kondisi masyarakat seperti ini 

tindakan radikal dan intoleransi dimungkinkan tumbuh secara sumbur. Munculnya 

konflik sosial ditengah masyarakat membutuhkan cara khsusus untuk pencegahannya, 

dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia melalui aparat terkait yang menangani, salah 

satunya adalah aparat kepolisian 

  Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

Aturan  Perundang-undangan di Indonesia  mengatur  tentang  Tugas   Polri  ?                 

(2) Bagaimanakah  Tugas Polri Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Dan Intoleransi 

demi Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri. Metode Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif. Metode pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  perundang-undangan yakni 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah  Undang-undang serta regulasi. Selain 

itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual, yakni dengan 

menggunakan pandangan-pandangan yang relevan dengan masalah Tugas Polisi 

Republik Indonesia Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Dan Intoleransi Demi 

Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri 

          Tugas Polri Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Dan Intoleransi demi 

Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri dilaksanakan dengan cara menggalang serta 

deradikalisasi yang dilakukan terhadap  jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh 

di wilayah baik kelompok atau perorangan dengan memberdayakan ormas atau 

agama, Selanjutnya, melakukan Koodinasi terpadu antara Polri, TNI dan Pemda untuk 

pendekatan deteksi secara dini dan dengan melakukan upaya pro aktif untuk 

mencegah radikalisasi serta penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan yang 

bersifat  radikal, Selanjutnya dilakukan dengan Monitoring Lapas, Back up 

monitoring apabila wilayah masing-masing terdapat Lapas yang didalamnya ada Napi 

teroris, Memonitoring eks Napi yakni back up monitoring diwilayah masing-masing 

apabila terdapat warga mantan napi terror yang telah bebas dan kembali ke 

lingkungannya, dan memberdayakan Polmas dengan penguatan sistem Swakarsa serta 

memberdayakan tiga pilar Polmas untuk melakukan pencegahan. 
 

 


